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P U T U S A N
Nomor   15/Pdt.G/2013/PAWGP

الرحّيم الرحّمن� � �الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai 

Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan  

yang diajukan oleh : 

 Penggugat Pohan, Umur  45 tahun, agama Islam, pekerjaan  Ibu Rumahtangga tempat 

tinggal di   xxx  Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten 

Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai  Penggugat; 

M e l a w a n

Tergugat,  Umur  50 tahun, agama Islam, pekerjaan  Pensiunan BRI Cab. Waingapu,  

tempat tinggal di   xxx Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut 

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar  keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi ; 

  

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Bahwa  Penggugat dalam  surat  gugatannya tertanggal  10 September  2013 yang 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, Nomor   15/Pdt.G/2013/PA 

WGP, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap  Tergugat dengan alasan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa pada tanggal xxx 1987,  Penggugat dengan  Tergugat  melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  

Pandawai dengan  kutipan akta nikah  nomor  xx/x/xx/1987  tanggal xxx 1987 ; 

2.  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di 

rumah orangtua Penggugat di xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, 

kabupaten Sumba Timur selama 1 (satu) tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat 

tinggal bersama di rumah kos-kosan di Matawai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 

selanjugat Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kos-kosan di Kampung Arab 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih dua tahun kemudian yang terahir pada tahun 1999 Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di Jalan xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota 

Waingapu, Kabupaten Sumba Timur sampai sekarang; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

a. Exx;

b. Axx;

c. Arxx; 

4. Bahwa sejak 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak 

harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus 

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :  

a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, salah satunya 

bernama Diana Kahunae dan apabila dinasehati oleh Penggugat tidak pernah di 

indahkan; 

b. Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah 

lahir dan batin kepada Penggugat ;

c. Bahwa sejak bulan Juli  2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit 

pada Penggugat, sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan 

Tergugat sampai saat ini ;  

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara  Penggugat  dengan  Tergugat 

tersebut terjadi kurang lebih pada  tahun 2013 yang akibatnya antara  Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah 

Tergugat ; 

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara  Penggugat  dengan  Tergugat  

sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit 

dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh 

melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative 

untuk menyelesaikan permasalahan antara  Penggugat   dengan  Tergugat; 

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya berbunyi : 
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Primair: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  (XXXX)  terhadap Penggugat (XXX); 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; 

Subsidair: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  yang seadil-adilnya (ex Aquo et 

bono); 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan  Penggugat  hadir di persidangan, 

sedangkan  Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan 

nomor  15/Pdt.G/2013/PA WGP tanggal  11 Oktober 2013 dan panggilan dengan  nomor 

yang sama tanggal 22 Nopember 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di 

persidangan ; 

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati  Penggugat   untuk tetap bersabar 

dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian 

dibacakanlah surat  gugatan  Penggugat tersebut yang isinya  tetap dipertahankan oleh 

Penggugat ;                                          

Bahwa atas  gugatan  Penggugat tersebut,  Tergugat tidak dapat didengar tanggapan 

dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil  gugatannya,  Penggugat telah mengajukan bukti 

surat berupa Fotokopi  kutipan Akta nikah nomor  xx/x/x/1987  tanggal xx 1987 yang 

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandawai ( Bukti P); 

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas,  Penggugat juga telah 

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi 

seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : 

 Sxx, umur 60 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di 

xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

• Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan dengan Tergugat tidak ada  

hubungan keluarga; 

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
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• Bahwa saksi lupa tahun berapa Penggugat dengan Tergugat menikah ; 

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di 

Pakamburung ;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat selama satu tahun kemudian berpindah-pindah dan terahir mereka 

tinggal di Pakamburung ;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikarunia tiga orang anak yaitu Exx, Axx dan 

Arxx ;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis namun 

mengenai sebabnya saksi tidak tahu pasti ;

• Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat berselingkuh ;

• Bahwa sejak bulan Juli 2013 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak tinggal satu rumah lagi ;

• Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Padang sedangkan Penggugat di Pakamburung ;

• Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan 

tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah ;

Saksi II : 

 Sxx, umur 37  tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 

xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat; 

• Bahwa Penggugat saat ini tinggal di kos-kosan dekat dengan rumah saksi dan saksi 

menjadi tetangga sejak kurang lebih tiga bulan lalu ;

• Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah ;

• Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu 

Exx, Axx dan Arxx; 

• Bahwa dari ketiga anak tersebut hanya Arlan saja yang tinggal bersama Penggugat;

• Bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di 

Padang ;

• Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun 

saksi tidak tahu persis penyebabnya ;
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• Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak saksi 

menjadi tetangga Penggugat, tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya 

menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa  untuk mempersingkat  uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal 

sebagaimana tercantum  dan termuat dalam berita acara  persidangan perkara ini yang 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan  gugatan  Penggugat adalah seperti 

diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di 

persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar 

rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut telah 

ternyata tidak berhasil; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  

2008 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi,  akan tetapi Tergugat dalam perkara 

ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana 

dimaksud dalam Perma tersebut gagal dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 

18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008; 

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan 

gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh serta 

sejak bulan Juli tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada informasi 

sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat 

ini; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat 

didengar keterangannya karena tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai 

kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan 

patut sesuai Relaas Panggilan Nomor  15/Pdt.G/2013/PA WGP tanggal 11 Oktober 2013 

dan Relaas Panggilan nomor yang sama tanggal 22 Nopember 2013 sedangkan telah 
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ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang 

sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus  tanpa hadirnya Tergugat 

(Vide pasal 149 ayat (1) RBg ); 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana 

perkara perceraian adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht) 

bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya sesuai 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 

Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan 

pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya 

kebohongan besar (de grote langen), oleh karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-

dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan 

saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide 

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama  

Penggugat dan  Tergugat ( Bukti P), hal mana kutipan akta nikah adalah merupakan akta 

otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka  harus dinyatakan 

bahwa antara  Penggugat dengan  Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh 

karenanya majelis menyatakan gugatan Penggugat  telah mempunyai landasan yuridis 

formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan a quo; 

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis 

diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sxx dan Saxx  yang 

telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan 

mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang 

untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan 

mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil 

saksi ; 

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa 

yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya 

dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan majelis menilai bahwa rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan  rumah tangga dapat 
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dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak 

lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta 

Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat  menunjukkan bahwa antara Pengugat 

dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada 

lagi komunikasi suami isteri yang harmonis hal mana merupakan bagian dari  perselisihan 

dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan  bukti bahwa 

rumah tangga  antara  Penggugat dengan  Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah 

tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, hal ini dapat dilihat bahwa upaya 

maksimal menasehati Penggugat oleh majelis hakim telah gagal dengan adanya keinganan 

Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga 

antara  Penggugat dengan  Tergugat telah rusak (broken marriage) serta sulit untuk kembali 

rukun; 

Menimbang, bahwa  Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali 

rukun dengan Tergugat dan upaya tersebut juga telah nyata tidak mendatangkan hasil  

sehingga dalam perkara a quo telah terdapat cukup alasan untuk bercerai sebagaimana 

dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 Jo.  pasal 19 huruf (f)  

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  Jo. Pasal 116  huruf (f) Instruksi Presiden 

nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak 

hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman 

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak 

lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu 

perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 

1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Mediasi jo. pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana 

telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor  50 tahun 2009 dan pasal 31 

ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata 

gagal, maka dalam hal ini Perceraian dipandang sebagai penyelesaian terbaik atau “Tasrih 
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bi ihsan”, hal ini relevan dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah 

Juz II : 248  yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim  sebagai berikut: 

 ���� � � � �� ��� � ��� � � ! � "#  � $ % & '( ) * + ,- ./'  * +
 $ 01 2�3 4 � 5 �.� 64%  7 "( �8 � 9  ����� � ": 1 ; ./ �
 ,# '<  ": # '<  "= : >01 ? @ A 9 � $ �  ! � "#  � /B � .  ..."= :  "D%+

.,>E"1

"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari 

suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan 

terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk 

mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat 

mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

 Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam 

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah dan jika  Penggugat dan  Tergugat telah ternyata sudah tidak lagi 

timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan  

Penggugat  sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan  

Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma 

agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk 

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara  Penggugat dengan  Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat  tidak pernah hadir di muka sidang 

meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata 

ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara  gugatan  Penggugat   

tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam  kitab Tuhfah 

halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: 

بينة � كان�عليه ان� � الغائب�جائز �على� القضاء
“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika 

terdapat bukti-bukti yang menguatkan” 
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hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. dan pasal 150 RBg., 

maka  Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir 

dan  Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan  Penggugat  dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

perubahan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang 

nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada  Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil 

syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap 

dipersidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX) ; 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

361.000,-  ( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; 

Demikian   putusan   ini   dijatuhkan   dalam    musyawarah  Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Waingapu  pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 M bertepatan 

dengan tanggal 29 Muharram 1435 H. oleh   kami  Drs. Muslimin, MH.    sebagai    Ketua    

Majelis,  Rajabudin, SH.I.  dan   H.Adi Irfan Jauhari, Lc. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota,  putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut  didampingi Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai 

Panitera Pengganti  dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

                                                          Ketua Majelis

 

                                                    Drs. Muslimin,  MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota
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     Rajabudin, SH.I.                                     H. Adi Irfan Jauhari, Lc.

                                                   Panitera Pengganti

                  

                                                Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya pendaftaran       : Rp.   30.000,-
2. Biaya proses               : Rp.   50.000,-
3. Biaya panggilan          : Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi              : Rp.     5.000,-
5. Materai                        : Rp.    6.000,-
Jumlah                             Rp.  361.000,- 
                                               (Tiga ratus enam puluh satu ribu  rupiah)
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